
 
 
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti menarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Eksistensi Direktorat Intelejen dan Keamanan Kepolisian Nusa 

Tenggara Barat guna mengatasi konflik sosial di Provinsi Nusa 

Tenggra Barat adalah sangat diperlukan guna meredam konflik yang 

terjadi, hal ini disebabkan karena merupakan bagian dari strukural 

organisasi di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat yang memiliki 

tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pencegahan dan 

penanganan terhadap potensi konflik sosial yang terjadi di wilayah 

hukum Polda Nusa Tenggara Barat. 

2. Faktor-Faktor pendukung dan penghambat Direktorat Intelkam 

Polda Nusa Tenggara Barat guna mengatasi konflik sosial di Provinsi 

Nusa Tenggra Barat yaitu faktor pendukung terdiri dari adanya tim 

yang solid, adanya dukungan dari Masyarakat, adanya peningkatan 

dan penguatan kerjasama antara Intansi, sedangkan faktor 

penghambat yaitu faktor terbatasnya jumlah personil, terbatasnya 

Pendidikan anggota intelkam dan keterbatasan anggaran untuk 

melaksanakan kegiatan monitoring. 

 



 
 
 

 

B. Saran-Saran 

 

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Diharapkan kepada Biro Perencanaan untuk mengusulkan anggaran 

Dit Intelkam sesuai kegiatan pelaksanan tugas.  

2. Diharapkan kepada Biro Sumber Daya Manusia untuk menambah 

jumlah personil serta mengajukan kepada Mabes Polri untuk 

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Dit Intelkam Polda Nusa 

Tengga Barat.  
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